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WALIKOTA PADANG

1. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. {0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMORI4A TAHUN 2012 '

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MIMUM
. PERUSAHAAN DAERAH AIR MIMURM
DEMGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang . a. bahwa tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Walikota Padang
Nomer 10 Tahun 2006 tdak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini
dan mengingat telah terjadinya peningkatan biaya operasional perusahaan,
maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian tarif air minum pada Parusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang dengan mempertimhangkan
prinsip dasar penetapan Tarif Air Minum dan kemampuan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Momor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, tarif
ditetapkan oteh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui
oleh dewan pengawas;

c. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
{PDAM) Nomor II/DP-PDANM/IN/2012 tanggal 14 Maret 2012, Dewan
Pengawas menyetujui penyesuiain Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air .
pinum (PDAMY;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota

Padang.

Mengingat - 1; Undang-Undang Nomotr 3 Tahun 1856 fentang rembentukan Daerah
Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(tembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 1969
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3/, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2501); |

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
{Lernbaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
{embaran Negara Republik Indanesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan lembaran Negara
‘Republik indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

| embaran Negara Republik Indenesla Nomar 4544);



Menetapkan

i0.

11.

i2.

13.

14.

15,
16.

17.

Undang-Undang Nomaor 33 Tahun 2004 tentang Perimiangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembarar MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Paraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1280 tentang Perubahan Batas
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat | Padang (Lembaran Megara Tahun
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Paraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1382 Namor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 2005 tentang Pangembangan
Sistemn Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 33, Tambahan lLembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4490];

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan  dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Momor 8 Tabun 2000, tentang
pedoman Akuntanst Perusahaan Daerah Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah
Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 2 Tahun 2007 tentang Organ dan.
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

Paraturan Menteri esehatan Nomor 492 /WM ENKFS/PER/iV-2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat i Padang Nomor
05/P.D.f1974, tentang Pendirian perusahaan Daerah Air Minum Tingkat |l
Padang.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN YWALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

SAB |
KETENTUANM UMUW

Pasal }

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adatah Daerah Kota Padang.
pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelanggaraan

1.
2.

Pemerintahan Daerabh.

Walikota adalah Walikota Pacang.
perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum

Kota Padang milik Pemerintah Daerah.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas rDAM Kota Padang.



10.

11.

12,

14.

15,

16,

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.

Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok orang/badan yang memanfaatkan air minum dari
PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan. “

Air minum adalah air minum yang di produksi PDAM '

Tarit air minum adalah harga air minum dalam setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh
pelanggan. . . ‘
Standar kebutuhan pokok air minum adalab kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala

keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya vang ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Tarif air progresif adalah tarif air yang dibebankan kepada pelanggan yang konsumsi airnya melebihi
standar kebutuhan pokok air minum.

Meter Air adalah meter air pelanggan terpasang yang berfungsi sebagai alat ukur volume
pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu.

. Biaya beban tetap adalah biaya-biaya fain yang tercantum dalam rekening air minum yang harus

dibayar oleh pelanggan air minum setiap bulan.

Biaya pemeliharaan meter adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk
biaya memperhaiki atau mengganti suku cadang atau meter air agar akurasinya terjamin.

Biaya administrasi rekening adalah biaya vang dikenakan kepada pelanggan secara bulanan untuk
biaya pencetakan rekening dan biaya penagihan.

Biaya non air adalah biaya di luar rekening air.

SN Y- LRI
Sl T LA
JENIS TARIF

Pasal 2

Jenis Tarif Air Minurn terdiri dari 3 {tiga} bagian, yaitu :

E‘l-

tarif air;

b. biaya beban tetap; dan

c-l-

tarif air melalui pelayanan mobil tangki.

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum PDAM dikenakan biaya air

minum yang dibavarkan melalui rekening air minum.

(2) Biava yang tercantum dalam rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

(1)

{2)

a. pembayaran jumiah pemakaian air minum pefanggan per meter kubik {m?) dikalikan dengan tarif
air; dan
b. biaya beban tetap.

BAB Il
KLASIFIKASI KELORMPOK PELANGGAN PDAM

Pasal 4

Klastfikasi kelompok pelanggan PDAM meliputi :
Sosial;

Rumah tangga;

Instansi Pemerintah;

MNiaga; dan

Khusus,

®on o

PRAM sewaktu-waktu dapat melakukan penyesuaian/perubahan terhadap klasifikasi kelompok
pelanggan melalui audit pelanggan biia kondist bangunan pelanggan terjadi perubahag' baik
terhadap luas dan fungsi bangunan.



{3) Kriteria Klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Larnpiran yang merugakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Walikota itu.

BAB IV
DASAR PEMETAPAN TARIF

Pasal 5

(1) Penghitungaan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

mutu petayanan;

efisiensi pemakaian air;

moon e

aerlindungan air baku.

(2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang
diperhitungkan secara progresif.

(3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dikenakan kepada palanggan yang kensumsi air
minhumnya melebihi standar kebutuhan pokok air mirum.

(1) Besarnya tarif air minum untuk periode rekening air Juni 2012 sampai dengan rekemning air Mei
2013, ditetapkan sebagai berikut :

keterjangkauan dan keadilan;

pemulihan biaya {full cost recovery);

. transparansi dan a%untabilitas, dan;

BAE V
BESARAN TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu
Tarif Alr Minum

Pasal 6

= == = el

Blok Konsumsi Alr ( M )

Kode

Wo. Kelompok Petanggan _:‘::f 0-10 11-20 2130 » 30

1. Sosial A 14 960,00 960,00 960,00 950,00
2. | Sosial B 1B 960,00 960,00 960,00 960,00
3. | flumah Tangga A 2A 1.200,00 2.050,00 2.750,00 3.350,00 |
4. | RumahTangga B 2B 1.550,00 2.300,00 3.250,00 &.800,00
5. | Rumah Tangga € 2C 2.200,00 2.900,00 3.700,00 5.200,00
B. Rusnah Tangga D 2D 2.900,00 3.700,0C 5.100,00 6.600,00
. instansi Pemerintah A 3A 1.704,00 2.400,60 3.400,00 5.000,00
8. Instansi Pemerintah B 36 3.060,00 3.700,00 5.200,00 6.800,00
9. 1 Nlaga A 44 5.200,00 5.200,00 6,800,00 9.100,00
10. | Niaga B 4B &.700,00 5. 700,00 R.900,00 10.500,00
11. | Miaga C 4L £.900,00 8.900,00 10.500,00 12,100,00
12. | Khusus g Berdasarkan Kesepakatan




{2} Besarnya tarif air minum untuk periode rekening air Juni 2013 sampai dengan rekening air Mei
2014, ditetapkan sebagai berikut

- Kode Biok Konsumsi air (M°)
Mo. Kelompok Pelanggan _Ii:'iu! 0-10 11-20 31.30 »30
. arif .

1. Soslal A 14 1.060,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2. Sosial B 1B 1.040,00 1.000,0d 1.000,G0 1.000,00
3, Rumah Tangga A ZA 1. 400,00 2.300,00 3.000,00 3.700,00
4, | Rumah Tangga B 2B 1,860,00 2.600,00 3.500,00 | 5.200,00
5. | Rumah Tangga C 2C 2.200,00 3.100,00 3.900,00 5.400,00
B. Rumah Tangga D 2D 3.100,00 3.900,00 5.300,00 6.900,00
7. Instansi Femerintah A 1A 1.800,00 2.500,00 3.600,00 5. 200,00
8. Imstansi Permerintah B 3B 3.200,00 3.200,00 5.400,40 7.100,00
9. Miaga A 4h 5.400,00 5.400,00 7.100,60 9.500,00
10. | Niaga B 48 7.000,00 7.000,0d) 9,304,600 11.000,00
11. | NiagaC 4C S.300,00 9.300,00 11.000,00 12.700,00
12. | Khusus 5 Berdasarkan Kesapakakan

(3) Besarnya tarif air minum untuk neriode rekening air Juni 2014 dan seterusnya sampai dengan
adanya ketentuan lebih lanjut, ditetapkan sebagai herikut:

Kode Blok Kansumsi Air { M)

Ne- Kelampok Pelanggan ;ﬂr 8-10 11-20 21-30 > 30

1. § Sosial A 1A 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2. | Sosial B iB 1.100,00 1.180,00 1.100,00 1.100,00
3. | Rumah Tangga A 25 1.500,00 2.400,00 3.200,00 | 3.800,00
4, Rumah Tangga B 2B 1.500,00 2.700,00 3.800,00 5.500,00
5. | Rumah Tangga C ZC 2.400,00 3.200,00 4.100,00 5. 700,00
a. Rurnah Tangga D z2D 3.200,00 4.1400,C0 5.600,00 7.300,00
7. | \nstansi Pemerintah A 3A 1.800,00 2.600,00 3.700,00 5.500,00
g. Instansi Pemerintah B 38 2,.300,00 £.100,00 L.700,00 7.500,00
9. | NiagaA LY 5.700,00 5.700,00 7.500,00 | 10.000,00
10, | Niaga B 48 7.300,00 7.300,00 8.800,00 11.600,00
11. | Niaga C AC 9. 200,00 9.800,00 11.600,00 | 13,400,00
12. | Kihusus 5 Bercdasarkan Kesepakatan

Bagian Kedua

Biaya Beban Tetap

Pasal F

(1) PDAM dapat mengenakan heban tetap bulanan kepﬁda satiap sambungan pelanggan.

(2) Biaya beban tetap terdiri atas;
a. biaya pemelibaraan meter air; dan
b. biaya administrasi rekening air.

(3) Besarnya biaya peban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Keputusan

Direksi.



Bagian Ketiga
Tarif Air Minum Melalui Jasa Pelayanan Wiobil Tangki

Pasal 8

{1} Besarnya tarif air melalui pelayanan mobil tangki bedasarkan klasifikasi kelompok pelanggan,
ditetapkan sebagai berikut: |

TARIF AIR Biaya Transpert
ML KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAM {Rp / m3) (Rp/Tangki)
1. Sosial; (14 dan 1E) 12.000,00 A0.€060,00
2. | Rumah Tangga; (2A, 28, 2Cdan 2 D) 15.000,00 50.000,00
3. | Instansi Pemerintah; [3A dan 3B) 18,000,00 3G.000,00
4. | Niaga; (44, 4B, dan 4C) 30.600,00 100.000,00
5. | Khasus. 40,008,00 110.000,00

Penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis pelayanan air minum dan sebagai
langkah alternatif dalam upaya pendistribuslan air kepada pelanggan dapat dilaksanakan melalui
mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(2)

BAB VI
BIAYA BEBAN PENMAKAIAN MINIMUM

Pasal 92

Pelanggan yang tidak menggunakan air PDAM/pelanggan dengan pemakaian minimum dikenakan biaya
heban pemakaian minimum untuk setiap pelanggan menurut kelompok gelongan pelanggan, ditetapkan

sebagai berikut

= L

Pe[na!{aian Biaya Beban Pemakalan Riinimum
Mo Kelampolk Pelanggan Minimum 3
) (M)
1. | Sosial A 30 30 dikali dengan tarif yang herlaku i
2. | Sosial 8 " ) 20 20 dikah deng-e;;rt;:if vang betlaku -
3. ._ “ﬁumah Tangga A I 11} 10 dikali dengantaraf_ ;émg bariaku )
4., lemah Tangggg - R 1 ;} llllllllllllll 1 10 dikali de:1_g+z;-|;‘;artf yang berlaku |
' 5. o RLI;'-I:II-E—I.I'! Tangga C ------------------------------------- 1 t:.: ------------ 1Dd|kalldengan tar'lnﬂl; yang heriak_u_ _______
6. | RumahTanggadD 1o [ 10 dikal dengan tarif yang berlaku
] 7. nm.f.tansi P;_;neril;é_l;zﬂ_"_ lﬂ o 10 dikalidenga_n_ tarif vang berlaku
“ 3. | Instansl Pemeﬂntal_'u_a ) a 1{; ﬂiﬂ dikali denﬁan tarif yang berlaku
o [wegan 50| 20 ol dengan tari yang berlaka___
10, | Nisga® T30 | 30 dikali dengan tarif yang bertaku
11, | Nagac i 30 30 dikali dengan tarif yang berlaku
12, I(husl.l_-; T ) Eégj— asarka n"E;e.»sep;k;i;n




BAB VI
KETENTUAN BIAVA NON AIR

Pasal 10

(1) PDAM dapat mengenakan Giaya non air terhadap pelanggan yang terdiri atas -
biaya sambungan baru;
biaya bukaan kembaili;
biaya denda;
. biaya balik nama;
biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan; dan
. biaya pindah letak meter,
{2) Besarnya biaya non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

T op T

BAB VIl
KETENTUAMN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
ditetapkan oleh Keputusan Direlsi.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaky, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2006
tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Watikota ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota inl dengan

penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal & Jyty 3012

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




LAMPIRAN FERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 4 TAHUN 2012
TANGGAL G IL™NY 9012

KRITERIA KLASIFIKAS! KELOMPOK PELANGGAN PDAM

Kelompok Kode
No pelan 7 " God Keterangan
BEAN 1 qarif
1 & 3 4
t | Sosial Yang termasuk dalam klasifikasi pelanggan sosial adalah
pelanggan yang kegiatan setfap harinya melayani kepentingan
urmum, masyarakat berpenghasilan rendah, sarana sosial dan
tempat ibadah, antara lain:
Sosial-A 1A | 1. hydran umum/kran kelompak;
2. kamar mandi umum/WC umum;
3. terminal Air;
4, bangunan Ternpat Ibadah.
. ‘ 1. yayasan sosial;
Sosiat-6 18 1, panti sosial;
3. panti asuhan;
4. padan sosial fainnya.
Ii | Rumah Tanggs Rumah yang berfungsi sehagai tempat tinggal dan memenuhi
kriteria sebagai berilut:
Rumah A luas bangunan kurang atau sama dangan 36 m’;
Tangga-A
Rumah zB luas bangunan lebih 36 m* sampai dengan 54 m’;
Tangga-B
1 2 3 4
Rumah 2C | |yas bangunan tebih 54 m? sampai dengan 100 m’;
Tangga-C
Rumah 20 | 1. luas bangunan lebih 100 m*;atau
Tangga-D 2. komplek perumahan real estate yang mempunyai fasilitas
olahraga.
il | Instansi Pemerintah | Yang termasuk dalam klasifikasl pelanggan Instansi Pemerintah
dan sejenisnya,yaitu: :
Instansi 38 | 1. instansi pemerintah dan TNI1-POLRI di tingkat kelurahan dan
Permerintah-A kecamatan; o _
2. rumah sakit, polikiinik, laboratorium dan sanatorium
pemeriniah,
3. sekolah negeri (T, SD, SLTP, dan SLTA).
tnstansi 38 | 1. instansi pemerintah dan TNI-POLRI di tingkat kota dan provinsi;
Pemerintah-B 7. kedutaan dan konsulat asing;
3. kolam renang milik pamerintah;
4. sekolah swasta {TI,5D,SLTP dan S5LTA).
v | MIAGASINDUSTRI Kegiatan niaga/industri yang memenuhi salah satu syarat sebagai
berikut :
Mlaga-A 42 | 1. bangunan tolwo, rurnah toko, dan atau rumah kantor;

2.

gedung kantor pefusahaan;




praktek dolkter umum/bidan;

agen/hiro jasa;

rurmah kos yang memiliki kapasitas minimal 5 (lima)kamar;
wisma, losmen dan hotel melati:

rumah sakit swasta type C dan D;
tempat usaha wartel dan warnet;

service stationfbengkel (kecil);

1[1 percetakan (kecil);

11. apotek dan atau toko obat (kecil);

12. salon kecantikan, pangkas rambut {kecii):
13. rumah makan {kecii);

14, tembaga pendidikan non formal;

1%, usaha loundry;

16. usaha konveksi {kecil);

17. industri sepatu (kecil);

18. industri kecil lainnya;

dan usaha lainnya yang sejenis.

© WMo W W

Niaga-B

4B

importir/eksportir atau ekspedisi;
distributar dan pedagang besar;

hote! bintang 1, 2 dan 3;

night club, diskotik, steambath dzan bioskop;
service stotion/bengkel (besar);

percetakan {besar);

rurnah sakit swasta type A dan B.
perusahaan niaga/perdagangan (hesar);
rumah makan/restoran (besar);

W ;o kW e

10. kolam renang wmum swasta;

11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
12. pergudangan/veer;

13. salon kecantikan/pangkas rarbut {besar);

14. studio radio/rekaman, televisi swasta;

15. praktek dokter spesialis, klinik bersama;

16. apotek/toko obat {besar};

17. kantor pengacara/notaris/konsultan;

18. penggilingan padi;

19. perusahaan peternakan/alat-alat perlengkapan pertanian;
20. perusahaan pemotongan hewan {rumah potong);
21. Perguruan Tinggi;

22. karoseri;

23. pabrik kimia, obat-obatan dan kosmetik;

24, usaha pertambangan;

25. perkayuan {show mill);

26, pembuatan kapal;

27. pabrrik makanan/minuman {besar);

28, pabrik es {cool storage);

29. industri tekstil {besar);

30. industri sepatu (besar);.

31. industri plastik/karet;.

32. industri perikanan, Tempat Pelelangan lkan (TP1};
33, industri alat-alat elektronik;

34, industri keramik, genteng, bata;

35. industri logam, seng, baja (peleburanj;

35. perkebunan;

37. Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (YPTS);

38. perusahaan dagang dan jasa besar lainnya

Dan usaha lainnya yang sejenis.




Miaga-C

hotel bintang 4 {empat) atau lekih dan atay;

lembaga keuangan, bank, asuransi dan jasa telekomunikasi;
Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/8UMDY;
swalayan/departement store, mall,;

. pelabuhan perintis:

dan usaha lainnya yang sejenis

e

KHUSUS

1. pelabuhzan laut dan sungai; atau
Z. Bandar Udara;

10



